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Abstrak: |

Untuk merumuskan hukum (legal drafting) dalam pemanfaatan teknologi informasi
berbasis multimedia harus juga mempertimbangkan keberlakuan nilai-nilai dan norma
yang tumbuh dan berkembang di dalam keberagaman kepentingan di dalam
cyberspace, tentunya tetap menjamin kebebasan berekspresi, hak memperoleh
informasi, keamanan dan hak atas privasi yang mencakup aspek sosiologis, filosofis
dan yuridis.

Kata Kunci: teknologi informasi, cyberspace

A. Pendahuluan

Baik secara langsung atau pun tidak langsung penemuan dan
perkembangan teknologi informasi berbasis multimedia, tidak hanya telah
memngkatkan standar kualitas kerja sebagai bagian dari perkembangan suatu
tatanan sosial masyarakat dalam tingkatannya, melainkan juga ikut merubah
keseluruhan tatanan pendukung mutu kerja yang telah diakui sebagai jaminan
standar mutu bertaraf internasional yaitu man, machine, material & method
(4 M) sebagaimana tersirat pada ISO 9001 dan aplikasi Performance Indicator
(PI) sebagai indikator jaminan mutu. Kehadiran teknologi sebagai alat perubah
suatu peradaban tidaklah dapat dipungkiri.

Sebagaimana dikatakan Alfin Toffler dalam pendapat nya', bahwa sampai
dengan saaat ini perubahan peradaban manusia telah mencapai tahapan ketiga,,
dimana pada setiap tahapan di iringi dengan penemuan di bidang teknologi ilmu
pengetahuan. Tahapan pertama disebut sebagai tahap gathering & producing,
dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup nya, manusia mendatangi sumber bahan
(natural resources) dengan pola hidup berpundah-pindah. Cara hidup semacam
itu dirasakan tidak memberikan kenyamanan dan keamanan bagi eksistensi
mannusia itu sendiri, sebagai solusinya, selanjutnya manusia mulai hidup menetap

' http://en.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler, diakses tanggal 20 April 2010
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dalam komunitas suatu wilayah dengan sistem tata kelola wilayah yang sederhana
~dan dengan /ife skills manusia membuat teknologi perladangan mulai dari menanam
hingga menghasilkan sumber bahan di wilayah komunitas mereka.

Selain manusia mulai mengenal meramu makanan sehingga mempunyai
citarasa, penemuan “Api” menjadi awal peradaban manusia tahapan kedua .
yaitu Peradaban mesin-mesin industri (Mechanical Industry). Peradaban 1m
dimulai ketika energi panas dari api dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak
pada peralatan besi dan logam yang menjadi cikal bakal peralatan mesin (machine),
dimulakan ketika ditemukan nya Mesin Uap, yang kemudian menciptakan mesin-
mesin produksi untuk kepentingan industri pemilik modal dan pengusaha, sehingga
para pemilik modal dan pengusaha industri mengalihkan peran tenaga kerja manusia
dengan menggantikan nya dengan mesin-mesin produksi besar-besaran atau
dikenal sebagai sebagai revolusi industri yang juga awal terbentuknya serikat
buruh sebagai reaksi dari revolusi industri yang terjadi.

Tahapan ketiga disebut sebagai era teknologi informasi yang berbasis
multimedia, dimana pusat navigasi pengaturan dilakukan secara digital melampam
batas ruang dan waktu. Kini berbagai bidang telah memanfaatkan teknologi
informasi sebagai bagian dari aktifitaa sehari-hari, mulai dari penggunaan PC bagi
kalangan akademisi, jaringan hotspot hingga pendukung peran pemerintahan sepert
e-government, e-education, e-commerce, dan e-national security and defence.

Seperti layaknya penemuan dan pembaharuan teknologi, kehadiran
Teknologi mformasi berbasis multimedia selain memberikan manfaat, teknologi
informasi berbasis multimedia juga menghadirkan peluang penyalahgunaan
teknologi oleh pengguna nya (user) terutama data dan informasi yang berada di
dalam cyberspace. Secara harfiah, cyberspace sendiri diartikan sebagai tatanan
ruang komunikasi virtual sehingga data dan informasi yang diadakan di
cyberspace disampaikan melalui penginderaan virtual (virtual senses),
cyberspace sendin merupakan hakekat perwujudan dari telematika, dengan
demikian istilah telematique law justru lebih tepat digunakan untuk merujuk
pada aturan hukum di dalam cyberspace.

B. Ruang Lingkup Kejahatan Sistem Informasi

Secara garis besar, ada beberapa tipe cybercrime, seperti
dikemukakan Philip Renata dalam suplemen BisTek Warta Ekonomi No. 24
edis1 Juli 2000, h.52 yaitu:

a. Joy computing, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini
termasuk pencurian waktu operasi komputer.
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b. Hacking, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa 1zin dengan alat
suatu terminal. |

c. The Trojan Horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan
mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah,
menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi
pribadi atau orang lain.

d. Data Leakage, yaitu menyangkut bocomya data ke luar terutama mengenai
data yang harus dirahasiakan. Pembocoran data komputer 1tu bisa berupa
berupa rahasia negara, perusahaan, data yang dipercayakan kepada
seseorang dan data dalam situasi tertentu. |

e. Data Diddling, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah
dengan cara tidak sah, mengubah input data atau ousput data.

f.  To frustate data communication atau penyla-nylaan data komputer.

g. Software piracy yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta
yang dilindungit HAKL.

Dari tujuh tipe cybercrime di atas, dapat dinyatakan bahwa inti dar
perbuatan cybercrime adalah penyusupan akses (infruder access) dengan tujuan
mengambil alih akses (occupied access) sehingga menimbulkan kerugian
terhadap computer system, communication, content & community .Dengan
memahami pembagian tipe-tipe cybercrime dan dampak dar1 perbuatan
terssebut, masyarakat dan aparat penegak hokum dapat dengan bijak
menentukan besamya tanggung jawab hukum atas perbuatan cybercrime masig-
masing pelaku.

C. Tanggung Jawab Dalam Hukum

Pengakuan untuk bertindak hukum dalam diri manusia sudah ada sejak
manusia itu dilahirkan dan baru berakhir setelah iameninggal dunia, pengecualian
terhadap perihal itu perdapat di dalam Pasal 2 KUH Perdata yang mensuratkan
bahwa : “anak dalam kandungan sekalipun belum lahir dianggap telah
lahir apabila kepentingan si anak menghendakinya”. Setiap manusia
mempunyai wewenang hukum, tetapi belum tentu cakap hukum, seseorang
adalah cakap (bekwaamheid) hukum apabila ia telah dianggap cukup cakap
untuk mempertanggungjawabkan sendiri segala tindakannya, dengan kata lain
subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut tidak
dinyatakan dalam keadaan gila atau di bawah pengampunan’.

2 Surojo Wignodipuro, 1983, “Pengantar llmu Hukum”, Jakarta, PT.Gunung
Agung, him. 40 | : |
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Seseorang dikatakan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab
atas tindakannya harus memenuhi dua syarat, yaitu®:

a. kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan
yang buruk; yang sesuai hukum dan melawan hukum, yang dipengaruhi
oleh akal pikiran. |

b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan
tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang dipengaruhi oleh rasa
atau kehendak.

kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan,
karenanya mesti harus adanya pembuktian adanya kesalahan tersebut. Moeljatno
berpendapat bahwa unsur tanggung jawab dapat disamakan keadaannya dengan
unsur sifat melawan hukum, sebab keduanya (sifat melawan hukum dan
kesalahan) merupakan syarat mutlak.
| Hukum perdata mapupun hukum pidana menganut asas kesalahan
(tort liability) dalam pertanggungjawaban seseorang yang menyebabkan
kerugian (loss) bagi orang lain. Semua ini tergantung apakah dalam melakukan
perbuatan melawan hukum tersebut terdapat kesalahan (fort). Kesalahan
tersebut dapat berupa karena sengaja dilakukan sehingga dilihat dari segi
masyarakat dapat dicela karenanya atau perbuatan tersebut dimungkinkan karena
kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban yang oleh masyarakat dipandang
merugikan dan sepatutnya perbuatan tersebut dijalankan olehnya, selain itu harus
memperhatikan faktor keadaan batin yang tertentu dan adanya hubungan yang
tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga
menimbulkan celaan tadi®.
Perbuatan melawan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh subjek
hukum, berdasarkan hakekatnya subjek hukum dibedakan menjadi dua, yaitu® :

a. Pribadi kodrati (natUUrlijke persoon) yaitu manusia, sejak ia dia masih
di dalam kandungan sampai ia meninggal dunia, bahkan anak yang
berada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah
lahir sebagai subjek hukum, bilamana kepentingan hukum s1 anak
‘menghendakinya. |

b. Badan hukum (rechipersoon), merupakan kesatuan organisasi,
pengurus, berserta harta kekayaannya baik yang bersifat keperdataan
maupun kenegaraan yang dalam hubungan hukum sebagai pendukung

Y Moeljatno, 1987, “Asas-asas Hukum Pidana”, Jakarta, PT. Bina Aksara, him. 165

4 Ibid, hlm. 157-158

5 Saut P. Panjaitan, 1998, “Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas,pengertian, dan
Sistematika)”’, Palembang, Penerbit Unsri, hlm. 79
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hak dan kewajiban. Ditinjau dari hakekatnya badan hukum merupakan
subjek hukum berbentuk pribadi hukum(rechipersoon) yang diberikan
“legal personality”, sehingga mempunyai hak dan kewajiban seperti
subjek hukum manusia (natUUrlijkepersoon).
~ Kehadiran badan hukum sendiri memperoleh perhatian dan dukungan
dari mahzab ilmu hukum dan filsafat hukum yang mengemukakan pendapat
mengenal eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum selain manusia®. Perihal
pembenan “legal personality” pada badan hukum didasarkan pada teor1 badan
hukum, seperti’:

a. Teon Fiksi, menyatakan bahwa hanya manusia saja yang mempunyai
kehendak, badan hukum adalah suatu hal yang abstrak, bukan konkrit,
maka tidak mungkin menjadi subjek hukum. Namun dalam hubungan
hukum hak dan kewajiban itu memberi memberikan hak-hak kepada
yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak
berkuasa bagi para penyelenggaranya, sehingga yang melakukan
hubungan hukum ialah manusia sebagai perwakilan badan hukum.

b. Teor1 Kekayaan yang Bertujuan, bahwa kekayaan badan hukum
dipandang sebagai suatu wewenang terlepas siapa yang
menggunakannya. Dengan kata lain teori ini tidak peduli subjek
hukumnya manusia atau badan hukum, pokoknya adalah kekayaanitu
drurus dengan tujuan tertentu.

¢. Teori1 Organ, bahwa badan hukum merupakan suatu organisme yang
rll, yang hidup, dan bekerja sebagai manusia biasa, atau dengan
pemyataan lain bahwa dimana tiap-tiap perhimpunan orang-orang adalah
badan hukum.

d. Teori Kepemilikan Bersama, bahwa tidak mungkin mempunyai hak jika
tidak dapat melakukan hak itu, dengan kata lain tanpa daya berkehendak
tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Untuk badan hukum yang
berkehendak ialah subjek hukum kodrati (natUUrelijke persoon) yang
diberikan wewenang dalam pengurusan badan hukum.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian maka kerugian tersebut harus
merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum atau ingkar janji, sehingga
unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata harus dipenuhi. Unsur-
unsur tersebut sebagai berikut?® :

°Chidir Ali, 1991, “Badan Hukum’, Bandung, Alumni Press, hlm.29

" Op.Cit, hlm..31

* Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, “Hukum Perlindungan Nasabah/
konsumen™, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, him. 130
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(1). Adaperbuatan melanggar hukum;

(2). Ada kerugian;

(3). Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan
kerugian;

(4). Adakesalahan. .
Dalam hukum perdata dlkenal dua macam dasar tuntutan ganti

kerugian, yaitu’ :

1.

tuntutan ganti kerugian berdasarkan pelanggaran janji/wanprestasi

(breach of warranty)

tuntutan ini merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban

yang telah terikat suatu perjanjian antara penggugat dan tergugat atas

suatu prestasi. Dengan demikian salah satu atau pihak ketiga yang
dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian di luar prestasi yang telah
diperjanjikan. Terdapat dua macam jaminan (warranties), yaitu' :

a. janji/jaminan atas suatu prestasi yang tersurat (implied warranty),
dalam perjanjian harus ada kata tegas yang berbuny1 “warranty/
guarantee’.

b. jamji/jaminan atas suatu prestasi yang tersirat (express warranty), cukup
dengan keterangan, janj1, gambaran yang diberikan oleh penjual.
tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum

(onrechmatige daad).

Dalam tuntutan ini tidak perlu didahului adanya perjanjian antara pihak

tergugat dan penggugat, schingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan

oleh setiap pihak, dengan kata lain pihak ketiga yang dirugikan dapat
menggugat baik berdasarkan kelalaian (negligence) maupun
pelanggaran janji/wamprestasi (breach of warranty) sebagai akibat
perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) tersebut, baik
pelanggaran janji maupun perbuatan melanggar hukum mempunyai unsur
kesalahan (zor?).

Dalam ketentuan KUH Perdata mengisyaratkan bahwa untuk dapat

menuntut tanggung jawab perdata adalah adanya hubungan sebab akibat antara
unsur perbuatan melanggar hukum atau ingkar janji dengan kerugian terhadap
pihak lain. Berkaitan dengan perhitungan besarmya suatu kerugian sebagai dasar
tuntutan tanggung jawab perdata, khususnya dalam kegiatan Perdaganganm
Berjangka komoditi finansial valuta asing.

? Ibid hlm. 127-129
' Ibid, hlm. 149
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- Kerugian yang dapat diajukan dihadapan hukum adalah kerugian yang
mengandung unsur perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan
pelanggaran janji (breach of warranty), untuk kerugian non material, perhitungan
tersebut ditetapkan antara lain dengan melakukan pengujian trend, analis teknikal,
volume transaksi perdagangan dan potensi pasar. dari faktor-faktor penyebab
kerugian sedangkan untuk penentuan kerugian matenal harus didasarkan pada
bukti positif yang meliputi perhitungan objektif terhadap kerugian yang
sesungguhnya'’.

Dar uraian tersebut diatas, sebagaimana asas ganti kerugian yang dianut
di dalam KUH Perdata yang mengisyaratkan bahwa besarnya pelaksanaan
ganti kerugian dapat mengembalikan pihak yang dirugikan pada kedudukan
sebelum terjadr kerugian sebagaimana mestinya perjanjian dilaksanakan.
Berdasarkan objek tanggung jawab, pertanggungjawaban hukum (/egal
liability) dibagi dalam dua macam, yaitu tanggung jawab produk (product
liability) dan tanggung jawab profesional (professional liability), tanggung
jawab produk mengacu sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang
dibawanya dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian
karena cacat yang melekat pada produk tersebut.'”.

Jika tanggung jawab produk berkaitan dengan barang, maka tanggung
jawab profesional lebih berhubungan dengan jasa, tanggung jawab profesional
adalah tanggung jawab hukum (/egal liability) dalam hubungan dengan jasa
profesional yang diberikan kepada klien agar kepentingannya dapat dilindungi
seoptimal mungkin'’’. Permasalahan dalam tanggung jawab profesional dapat
timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak melaksanakan
perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat terjadinya
perbuatan melawan hukum, adapun jenis jasa yang diberikan dalam hubungan
antara tenaga profesional dengan kliennya terbagi menjadi dua, yaitu'* :

1. Jasayang diperjanjikan menghasilkan sesuatu (vesultaat verbintenis),
seperti dokter gigi yang bertugas menambal gigi pasiennya.

2. Jasa yang diperjanjikan mengupayakan sesuatu (inspannings
verbintenis), seperti pengacara yang menangani perkara kliennya.

""Komite Anti Dumping Indonesia, “Panduan Per mohonan Penyelzdzkan
Antidumping”, diperoleh tanggal 11 Agustus 2006

12 Shidarta, 2000, “Hukum Perlindungan Nasabah/konsumen Indonesia”,
Jakarta, Grasindo Press, hlm. 65

" Komar Kaantaatmadja dalam Shldarta 2000, “Hukum Perlindungan
Nasabah/konsumen Indonesia ”, Jakarta, Grasindo Press, hlm. 67

4 Loc.cit, hlm. 67 '
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Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada
dasamya harus berpedoman pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar
sedapat mungkin membuat pihak yang dirugikan dikembalikan pada kedudukan
semula, dengan demikian ganti kerugian harus dibernikan sesuai dengan kerugian
yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur tidak terkait langsung
dengan kerugian, seperti kemampuan ekonomi pihak yang menimbulkan
kerugian'. Dari penjelasan Pasal-Pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan
bahwa tanggung jawab pelaku usaha adalah memberikan penggantian kerugian
atas barang atau jasa yang dihasilkannya yang menimbulkan kerugian bagi
Nasabah/konsumen.

C.Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Perdata

1. Pengertian Tanggung Jawab dan Hukum

Suatu peristiwa hukum berkaitan erat dengan sikap tindak berupa
tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab di dalam Kamus Besar Bahasa
- Indonesia yaitu “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau
terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan)” .
Selanjutnya menurut Ensiklopedia Umum tanggung jawab adalah “kewajiban
dalam melakukan tugas tertentu, tanggung jawab timbul karena telah
diterima wewenang dalam bentuk hubungan tertentu (interpersonal
relationship) antara pemberi wewenang dan penerima wewenang”'’. Untuk
memberikan jaminan hukum dan melindungi hak dan kewajiban antara subjek
hukum, tanggung jawab tersebut diaplikasikan dalam kaidah hukum yaita
pemberian kepastian hukum untuk mencapai tujuan hukum berupa keteraturan,
ketertiban dan keadilan yang pada akhirnya terwujud kedamaian dan
kesejahteraan hidup bersama, tanggung jawab yang telah difusikan dalam kaidah
hukum disebut tanggung jawab hukum. Walaupun belum ada pengertian eksplisit
mengenai hukum itu sendiri, beberapa pendapat ahli hukum dapat dijadikan
pedoman dalam memberikan pengertian hukum, antara lain sebagai berkut'* :

' Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2004, “Hukum Perlindungan Nasabah'
konsumen”, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, him. 134

' Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, him. 899

' Yayasan Dana Buku Franklin Jakarta, 1973, Ensiklopedi Umum, Kanisius
Yogyakarta, Yogyakarta, him. 1291

'®* Dudu Duswara, 2000, Penganrm Illmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika
Bandung, him. 8
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1. Ems Utrecht mendefinisikan bahwa “hukum adalah himpunan
petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya
ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena
itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan
tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu”.

2. Bellefroid mendifinisikan “hukum sebagai aturan yang berlaku dalam
suatu masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat yang didasarkan
atas kekuasaan yang ada pada masyarakat tersebut”.

3. Grotius (hugo de Groot) menyatakan bahwa “law is a rule of moral
action obligating to that which is right” |

Dar uraian diatas, maka pengertian tanggung jawab hukum adalah
hubungan hukum yang timbul dari peristiwa hukum, berkaitan dengan sikap
tindak dalam hukum (rechtsgeddraging) yang menunjukkan adanya kausalitas
antara kondisi dan konsekuensi'®. Kemudian definisi tanggung jawab hukum
menurut Pipin Syarifin adalah hubungan para subjek hukum yang mengandung
konsekuensi perbuatan yang berlandaskan hukum berupa peraturan perundang-
undangan®’. Lebih lanjut beberapa pendapat atau teori mengenai keadilan dan
tujuan hukum, dikelompokkan menjadi dua teori, yaitu *':

a. Teon Etisdiperkenalkan oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa tujuan
hukum 1tu semata-mata untuk mewujudkan keadilan, keadilan dalam
teor1 in1 artinya memberikan kepada setiap oarang apa yang menjadi
bagian atau haknya. Selanjutnya Aristoteles mengajarkan dua macam
keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan
distributif1alah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah
menurut jasanya, keadilan distributif tidak menuntut supaya tiap-tiap
orang mendapat bagian yang sama banyaknya, melainkan
kesebandingan. Keadilan komutatifialah keadilan yang memberikan
jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-
jasa perorangan, yang menjadi asas dalam keadilan komutatif adalah
asas persamaan, dan asas ini melandasi hubungan antar warga
masyarakat terutama yang bersifat perdagangan, yaitu adanya
persamaan nilai antara prestasi dan kontraprestasi.

** Saut P. Panjaitan, 1998, Dasar-dasar llmu Hukum, Penerbit Unsri, Palembang,

him. 85. | |

** Pipin Syarifin, 1999, Pengantar llmu Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung,

. him.71.

*! Dudu Duswara, Pengantar ... Op.Cit, him. 26.
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b. Teor Ultilitas atau utilitarisme dari Jeremy Bentham yang menyatakan
bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau
yang sesuai dengan daya guna (efektif). D1 dalam wiilitarisme
mengajarkan bahwa hanya dalam ketertiban setiap orang akan mendapat
kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak dimana
setiap orang adalah bernilai penuh (volwaardig) dan tidak seorang pun
bernilai lebih, untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan tersebut
dibutuhkan adanya peraturan yang berlaku umum (kaidah hukum)®.
Hukum wajib membawa kefaedahan, harus mencari adanya hasil yang
berguna, kefaedahan/kegunaan menitikberatkan pada kepentingan
umum, sedangkan keadilan lebih banyak menekankan pada kepentingan
pribadi seseorang, penetapan kefaedahan hukum dilakukan oleh alat-
alat perlengkapan negara yang dikhususkan untuk itu®.

Tanggung jawab hukum berupa sikap tindak dalam hukum disebut
peristiwa hukum yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan sesuai
dengan hukum dan perbuatan melanggar hukum, perbuatan yang sesuai dengan
hukum adalah akibat hukumnya dikehendaki pelaku, sedangkan perbuatan
- melanggar hukum adalah akibat hukum dari perbuatannya tidak dikehendaki
oleh pelaku. Pada aspek pidana dikenal responsibility (tanggung jawab
terhadap pihak lain), aspek tata negara dikenal dengan accountability (tanggung
jawab keuangan atau kebendaan) dan aspek perdata dikenal dengan /iability
(tanggung jawab terhadap kerugian)**. Dalam hukum perdata timbulnya suatu
tanggung jawab hukum berawal dari adanya perikatan yang menimbulkan hak
dan kewajiban bagi para pihak. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum
antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut
suatu hal dari pihak yang lain (prestasi), dan pihak lain berkewajiban memenuhi
tuntutan (kontraprestasi) itu®.

2. Pengertian Perikatan

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa
“tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena
undang-undang ", selanjutnya Pasal 1353 menyatakan bahwa “perikatan-

22 Ibid, hlm. 26

2 Surojo Wignjodipuro, 1969, Pengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung,
Bandung, him. 20 _

24 Saut P Panjaitan, 1998, Dasar-dasar llmu Hukum, Penerbit Unsn, Palembang,
hlm. 85

% Subekti, 1972, Hukum Perdjanjian, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, him. 1
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perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat
perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan
melanggar hukum . Dengan kata lain dalam suatu perikatan terbagi menjadi
dua macam peristiwa hukum, yaitu perbuatan halal dapat berupa perbuatan
sukarela (Zaakwaarneming), perbuatan melanggar hukum
(onrechtmatigedaad) dan perikatan yang bersumber dar1 perjanjian
memberikan tanggung jawab kepada para pihak untuk melaksanakan hak
dan kewajiban (prestasi) sebagaimana disepakati*.

Zaakwaarneming, KUH Perdata tidak mendefinisikan secara tegas
pengertian zaakwaarneming, namun menguraikan unsur-unsur dari
zaakwaarneming tersebut dalam Pasal 1354 :”’Jika seseorang dengan sukarela,
dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan
atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirmya
untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang
diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan 1tu”. Selanjutnya
menurut Pasal 1355 :”’Ia diwajibkan meneruskan pengurusannya, meskipun orang
yang kepentingannya diurusnya meninggal sebelum urusan diselesaikan hingga
ahli waris-ahli waris orang itu dapat mengoper pengurusan tersebut”™

Perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad), sebelum kasus

- Lindenbaum—Cohen pada tahun 1919, pengertian perbuatan melanggar hukum
adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena
undang-undang, dengan demikian perbuatan melanggar hukum adalah sama dengan
bertentangan dengan undang-undang (onwetmatig). Dengan kata lain sesuatu
perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang menurut pengertian
ini sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena
sesuatu perbuatan melawan hukum, sekalipun perbuatan tersebut adalah
bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang
diwajibkan dalam pergaulan masyarakat®’. Setelah kasus Lindenbaum-Cohen
pada tahun 1919, perbuatan melawan hukum tidak lagi sekedar melanggar undang-
undang, melainkan perbuatan melanggar hukum dapat berupa™ :

a. suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

c. bertentangan dengan dengan kesusilaan baik;

26 Tuti Rastuti, 2006, Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap
Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata, Jakarta, Penerbit YPHB, him. 28

27 Hofmann dalam Moegni Djojodirdjo, 1979, Perbuatan Melawan Hukum,
Pradnya Paramita, Jakarta, Him. 21 s

8 Ibid, him. 26 '
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d. bertentangan dengan keharusan yang harus dindahkan dalam pergaulan
hidup terhadap orang lain atau benda, dan .
e. karena salahnya sebagai akibat perbuatanya itu telah mendatangkan
kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.
Perjanjian, atau dikenal dengan kontrak (Indonesia), contract of law
(Inggns) atau overeenskomst (Belanda). Ketentuan mengenai perjanjian diatur
dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menentukan bahwa “suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orvang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”. Michael D Bayles
mengartikan hukum kontrak (contract of law) adalah “might then be taken
to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement’. Artinya,
hukum kontrak sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan
perjanjian atau persetujuan®. Lawrence Friedman berpendapat bahwa hukum
kontrak (contract of law) adalah perangkat hukum yang mengatur aspek tertentu
dan pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.”® Sehingga dapat dikemukakan
bahwa unsur-unsur yang dalam hukum kontrak (contract of law), yaitu*':

a. adanya kaidah hukum, pedoman sikap tindak/norma baik dalam
bentuk peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi maupun
tidak tertulis yaitu kebiasaan dan kaidah hukum yang hidup dalam
masyarakat; -

b. adanya subjek hukum, berupa manusia (naturlijke persoon) dan
badan hukum (rechtpersoon) sebagai sesuatu yang menurut hukum
dapat memiliki dan pendukung hak dan kewajiban. Dengan kata lain
subjek hukum tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan
tindakan hukum;

c¢. adanya prestasi, prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan
kewajiban debitur. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi
berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat
sesuatu,

d. kata sepakat, maksudnya adanya persesuaian pernyataan dan sikap
kehendak antara para pihak;

e. Akibat hukum, peristiwa hukum yang dilakukan subjek hukum yang
menimbulkan akibat berupa pembebanan suatu hak atau kewajiban.

& Sahm, 2006 Hukum Komrak (Teori dan teknik Penyusunan Kontmk)
Sinar Graﬁka Jakarta, hlm. 3

mfbld ilm. 3
" Ibid, him. 4
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Buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan (verbintenissen)
menganut asas sistem terbuka, artinya bahwa ketentuan-ketentuan hukum
perjanjian yang termuat dalam buku Il KUH Perdata adalah “kaidah-kaidah
pelengkap”, jadi boleh tidak diindahkan oleh para pihak yang membuat
perjanjian®2. R Subekti menterjemahkan istilah “verbintenissen’” dengan perkatan,
perikatan adalah suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda)
antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang
sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan
memenuhi tuntutan itu®’. sedangkan R. Suryatin menterjemahkan istilah
“verbintenissen” sebagai ikatan dan mendifinisikan bahwa hukum ikatan sebagai
peraturan-peraturan dalam suatu bidang tertentu dimana dua pihak atau lebih
terikat satu sama lain, karena pihak-pihak itu menghendakinya sendiri baik
karena perjanjian maupun suatu peratyran® . Implementasi dari asas sistem
terbuka yang dianut buku ketiga KUH perdata tentang perikatan, lebih lanjut
diatur juga dalam asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan Pasal
1338 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai persyaratan sah
suatu perjanjian, Pasal 1338 :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya”.
“suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah
pihak, atau karena alasan-alsan yang oleh undang-undang dinyatakan alasan
cukup untuk 1tu”
“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik™
Pasal 1320 : “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat™ :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dinnya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal

Kedua Pasal tersebut merupakan ketentuan yang sahng melengkapi,
sehingga penulisan Pasal tersebut selalu bersama-sama (Pasal 1365 jo Pasal
1320), hakekatnya bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sebagai
undang-undang yang mereka sepakati bersama, namun kebebasan dalam
membuat perjanjian tetap dalam batasan-batasan norma yang telah ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur dari asas kebebasan

32 Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1983, Hukum Perjanjian Indonesia, Penerbit
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 45-46

¥ Ibid, him. 12

* Ibid, him. 14
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berkontrak untuk mengadakan perjanjian, kebebasan untuk tidak mengadakan
perjanjian, kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun dan
kebebasan perjanjian untuk menentukan isi maupun Syarat perjanjiannya, dengan
demikian semua orang bebas membuat perjanjian, yang meliputi
a. perjanjian-perjanjian yang telah diatur oleh undan g-undang;
b. perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur oleh undang-
undang. |

3. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Perdata

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Fault liability principle)
| Prinsip ini menyatakan bahwa ses corang dapat dimintakan
pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang
dilakukannya*. Di dalam KUH perdata, prinsip ini terdapat di dalam ketentuan
Pasal 1365 yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Selanjutnya
pada Pasal 1366 KUH Perdata, yaitu : ““setiap orang bertanggung jawab tidak
saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tanggung-gugat
(aanprakelijkheid) karena perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad),
sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata mengatur tanggung jawab karena
“melalaikan secara melanggar hukum “(onrechmatig nalaten)*s. Pasal 1365
KUH Perdata tidaklah memberikan perumusan perbuatan melanggar hukum,
melainkan hanya mengatur bilamana seseorang yang mengalami kerugian karena
perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya,
akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri,
dengan kata lain bukan pengertian perbuatan melanggar hukum
(onrechtmatigedaad) yang diatur, melainkan unsur-unsur untuk menuntut ganti
kerugian karena perbuatan melanggar hukum lah yang diatur®’. Ketentuan
Pasal 1365 KUH Perdata mengharuskan terpenuhinya empat unsur perbuatan
melanggar hukum, yaitu?: |

» Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Nasabah/konsumen Indonesia, Jakarta,
PT. Grasindo, him. 59

* Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, 1979, Jakarta, Penerbit
Pradnya Paramita, him. 27

7 Ibid, hlm. 17-18

* Op.Cit, him. 60
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a. adanya perbuatan melanggar hukum;
b. adanyakerugian; |
c. adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum
dan kerugian;
d. adanyakesalahan |
Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggung jawab
berdasarkan kesalahan (fault liability principle) mengacu pada ketentuan Pasal
1865 KUH Perdata, yaitu : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa dia
mempunyai sesuatu hak, atau, guna mene guhkan haknya sendiri maupun
membantah suatu hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwaj ibkan
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Dengan kata lain beban
pembuktian ada pada pihak penggugat. Pada prinsip tanggung jawab
berdasarkan kesalahan (fault liability principle) berlaku juga prinsip-prinsip lain
seperti definisi subjek pelaku kesalahan, dalam doktrin hukum dikenal dengan
asas vicarious liability (atau disebut juga respondeat superior, let the master
answer) dan corporate liability™.

Vicarious liability mengandung pengertian bahwa majikan atau atasan
bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang/
karyawan yang berada di bawah pengawasannya (captain of the ship doctrine),
jika orang/karyawan itu dipinjamkan ke pihak lain (borrowed servant), maka
tanggung jawabnya beralih pada si pemakat orang/karyawan tadi (fellow-servant
doctrine)*. Corporate liability pada dasarnya memiliki pengertian yang sama
dengan vicarious liability. Menurut doktrin ini, lembaga korporasi yang
menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga-
tenaga yang diperkerjakannya*'. Latar belakang penerapan prinsip in1 adalah
pengguna jasa hanya melihat suatu korporasi sebagai satu kesatuan, tanpa
membedakan mana yang berhubungan secara organik (digaji perusahaan)
maupun non organik (orang yang di kontrak untuk bekerja dengan pembagian
hasil), doktrin ini disebut ostensity agency doctrine., maksudnya ialah jika
suatu korporasi memberikan kesan kepada masyarakat bahwa orang yang
bekerja korporasi tersebut adalah orang-orang yang tunduk di bawah perintah
korporasi tersebut, maka sudah cukup syarat bagi korporasi itu untuk wajib
bertanggung jawab secara corporate liability terhadap Nasabah/konsumen*’.

% Ibid, hlm. 60
1 Ibid, him. 60
4 Ibid, him. 61
2 Ibid, him. 61
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Pertanggungjawaban secara vicarious liability terjadi saat seseorang
bertanggung jawab atas perbuatan orang lain**. Menurut Kamus Inggris-
Indonesia, vicarious adalah “seolah mengalami sendiri, dialami orang lain,
dilakukan untuk orang lain”.*, dari pengertian tersebut, maka rumusan
vicarious liability merupakan pengertian umum mengenai apa yang dimaksud
dengan sifat bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. sehingga dapat
disimpulkan bahwa vicarious liability adalah tanggung jawab atas suatu
perbuatan diluar pribadi kodrati seseorang, yang terdiri dari tanggung jawab
tidak berdasarkan kontrak (non-contractual liability) dan tanggung jawab
berdasarkan kontrak (contractual liability), non-contractual liability tidak
mensyaratkan adanya hubungan kontrak/perjanjian terlebih dahulu antara para
pihak atau pengawas dengan subjek yang diawasi (seperti orang tua-anak, guru-
murid, pemilik-hewan/gedung), sedangkan contractual liability mensyaratkan
harus ada hubungan kontrak/perjanjian terlebih dahulu antara para pihak (seperti
rumah sakit-perawat atau dokter dan korporasi—buruh)®.

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (Presumption liability principle)

Prinsip yang menyatakan bahwa seseorang atau tergugat dianggap
bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
Pada dasarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga ini adalah prinsip
tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability principle), bedanya
dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, beban pembuktian
dilakukan pihak penggugat, tetapi dalam prisnip ini beban pembuktian dilakukan
oleh pihak tergugat*. Prinsip ini meminta tergugat selalu dianggap bertanggung
jawab atas segala kerugian yang timbul sampai tergugat dapat membuktikan
bahwa ia tidak bersalah, pihak penggugat yang dirugikan tidak perlu
membuktikan adanya kesalahan tergugat, pembalikan beban pembuktian
dilakukan oleh tergugat., berkaitan dengan prinsip tanggung jawab berdasakan
praduga, dikenal empat variasi, yaitu*’:

4N .H.T. Siahaan, Hukum Nasabah/konsumen, 2005, Jakarta, Panta Rei, him. 186

# John M Echols dan Hassan Shadily, 1984, Kamus Inggris-Indonesia, PT.
Gramedia, Jakarta, him. 629

# Pengolahan dan analisis bahan hukum sekunder oleh penulis

% Ridwan Khairandy, 2006, Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi
Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Nasabah/konsumen Angkutan
Udara, Penerbit YPHB, Jakarta, him. 21

47 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Nasabah/konsumen Indonesia,
Jakarta, PT. Grasindo, hlm. 61 | *
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1. tergugat dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau 1a dapat
membuktikan kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya;

2. tergugat dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika1a dapat
membuktikan bahwa ia telah mengambil suatu tindakan yang
diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.

3. Tergugat dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, jika 1a dapat
membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukan karena
kesalahannya. |

4. Tergugat tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh
karena kesalahan/kelalaian penggugat.

¢. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kontrak (Contractual liability
principle)

Prinsip ini mensyaratkan timbulnya tanggung jawab didasarkan karena
adanya wanprestasi (breach of warranty) pada suatu hubungan hukum
berdasarkan kontrak (contractual liability), dasar gugatan wanprestasi sebagai
tuntutan ganti kerugian dihadapkan dengan beberapa kelemahan yang dapat
mengurangi perlindungan hukum terhadap kepentingan pengguna jasa, yaitu
berupa pembatasan waktu gugatan, persyaratan hubungan kontrak dan
- persyaratan pemberitahuan®.

Dalam perkembangannya, dasar tuntutan ganti kerugian mengalami
perubahan yang semula berupa kebijakan untuk melindungi industri yang baru
berkembang (product oriented policy) dengan prinsip no liability without
privity, yang berarti pihak ketiga tidak memiliki dasar mengugat apabila
mengalami kerugian akibat penggunaan produk cacat, karena dasar gugatan
hanya wanprestasi, dan tidak memungkinkan didasarkan pada alasan
perbuatan melanggar hukum®. Pada tahun 1852, prinsip tiada kontrak-tiada
tanggung jawab (no privity-no liability) mulai ditinggalkan, berarti siapapun
yang menjadi korban suatu produk cacat berhak mengajukan gugatan,
demikian pula kerugian yang mulanya hanya kerugian fisik diperluas sehingga
meliputi kerugian harta benda, bahkan keuntungan yang diharapkan atau
keuntungan yang tidak diperoleh®. Dengan demikian, pihak ketiga yang tidak
terikat kontrak dengan produsen (misal penawaran produk berupa iklan di

# Inosentius Samsul, Perlindungan Nasabah/konsumen, Kemungkinan Penerapan
Tanggung jawab Mutlak, 2004, Jakarta, Pascasarjana Universitas Indonesia, him. 72

4 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2004, Hukum Perlindungan Nasabah/
konsumen, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm 144

>0 Ibid, hlm. 146
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media massa) dapat menggugat berdasarkan negligence, sedangkan bagi

pihak yang terikat kontrak menggugat berdasarkan breach of warranty.

Penjelasan tersebut yaitu®' :

1. Negligence, diartikan sebagai kelalaian, kurang cermat, atau kurang kehati-
hatian 1m1 terjadi apabila perilaku tidak sesuai dengan standar kelakuan yang
ditetapkan dalam undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat
terhadap resiko yang tidak pasti (unreasonable risk). Negligence tidak
mensyaratkan adanya hubungan kontraktual terlebih dahulu antara pelaku
usaha dan penggugat. Negligence dijadikan dasar gugatan apabila memenuhi
beberapa syarat:

a. suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan
sikap hati-hati yang normal;
b. yang harus dibuktikan ialah bahwa tergugat lalai dalam kewajiban
berhati-hatinya terhadap penggugat;
-~ ¢. kelakuan mm merupakan penyebab yang nyata (proximate cause) dan
kerugian yang timbul.
Dengan demikian, negligence dapat di golongkan sebagal perbuatan
melanggar hukum (negligence in tort)*.

2. breach of warranty, diartikan sebagai pelanggaran janji/jaminan,
wanprestasi. Gugatan berdasarkan breach of warranty dilakukan
penggugat yang mempunyai hubungan kontrak langsung dengan pelaku
usaha. Dalam Uniform Commercial Code, breach of warranty
dikenal dua macam, yaitu ingkar janji terhadap keterangan, janj1 atau

. gambaran yang diberikan penjual dan merupakan bagian dar 1 perjanjian
(express warranty) dan ingkar janji1 terhadap perjanjian dan jaminan
lainnya yang berasal dari kebiasaan pada pihak sendiri yang timbul
dar1 perjanjian sebelumnya (applied warranty). Prinsip tanggung
jawab 1ni1 diiringi dengan ketentuan adanya tanggung jawab dengan
pembatasan (/imitation liability) sebagai klausula eksenerasi dalam
perjanjian standar yang dibuatnya. Klausula eksenerasi (exemption
clause) adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau

bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya
dibebankan kepada pihak produsen/pelaku usaha®’. Berkaitan dengan

>l Ibid, him. 146-148
2 Agnes M. Toar, dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2004, Hukum
Perlindungan Nasabah/konsumen, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, him. 147

>* Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Nasabah/konsumen Indonesia,
Jakarta, PT. Grasindo, him. 120
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tanggung jawab berdasarkan kontrak, terlebih dahulu harus mengetahu
hubungan kontraktual, baik berupa pengadaan barang atau pengadaan

'~ jasa, perihal ini penting dalam hal penyelesaian sengketa jika terjadi
kerugian di kemudian har.

a. Tanggung jawab produk berkaitan dengan produk barang, maka
tanggung jawab profesional berkaitan dengan jasa, sama sepertl
tanggung jawab produk, permasalahan timbul karena mereka
(penyedia jasa profesional) tidak memenuhi per] anjian yang telah
disepakati dengan klien mereka atau akibat kelalaian penyedia jasa
tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.

d. Prinsip tanggung jawab Absolut (4bsolute liability principle).

Prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability) adalah Prinsip
tanggung jawab yang sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak
(strict liability), namun ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi
tersebut, Strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan
kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian yang
memungkinkan pihak tidak berprestasi untuk dibebaskan dari tanggung jawab,
misalnya keadaan force majeure, sebaliknya, absolute liability adalah prinsip
tanggung awab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya™. Penerapan
absolute liability Principle terbatas pada ketentuan tertentu, adapun beberapa
patokan yang dapat dikemukakan, antara lain> :

1. tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan melawan
hukum, tetapi terbatas dan tertentu mengenai kejahartan anti sosial
atau yang membahayakan kepentingan sosial;

2. perbuatan itu benar-benar bersifat melawan hukum (unlawful)
yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan

- hukum dan kepatutan,

3. perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena
dikategorikan sebagai aktifitas atau kegiatan yang sangat potensial
mengandung bahaya kepada kepentingan publik (kesehartan,
keselamatan dan moral);

4. perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara
yang tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar
(unreasonable precausions).

54 Ibid, him. 163
| 55 Yahya Harahap, 1997, Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum,
*  Bandung, P.T. Cita Aditya Bakti, him. 37 '
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Prinsip tanggung jawab mutlak di nilai lebih responsif terhadap
kepentlngan Nasabah/konsumen dan kepentingan sosial dibandingkan dengan
prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (negligence) dan pelanggaran
janji (breach of warranty). Inti dan tanggungajawab mutlak menggambarkan
dua hal utama, yaitu® :

a. 1ntitanggungjawab mutlak adalah pada karakteristik produk, yaitu
cacatnya produk. Oleh karena itu aspek yang dibuktikan Nasabah/
konsumen adalah cacatnya produk Perilaku (kesalahan) dan
hubungan kontrak yang selama ini menjadi beban dan pembatasan
tanggung jawab produsen tidak perlu dibuktikan, bahkan hubungan
kontrak diperluas kepada isi kontrak yang tidak secara tegas-tegas
dinyatakan secara tertulis.

b. prilaku (kesalahan) dan hubungan kontrak yang selama in
menjadi beban dan pembatasan tanggung jawab produsen tidak
perlu dibuktikan, hubungan kontrak diperluas kepada 1s1 kontrak
yang tidak secara tegas-tegas dinyatakan secara tertulis. Dalam
prinsip tanggung jawab mutlak, tidaklah perlu ada kelalaian
tergugat dan tidak dapat dikaitkan pula dengan adanya
wanprestasi, tanggung jawab produsen tidak ditentukan oleh
prilakunya, produsen dapat diposisikan sebagai tergugat menjadi
diperluas, karena semua pihak yang terkait dalam rangkaian
“penjualan” yang bertanggung jawab. |

Prinsip utama dari absolute liability principle im, tidaklah perlu ada
syarat kelalaian tergugat dan tidak dapat dikaitkan pula dengan adanya
wanprestasi. Berdasarkan prinsip ini penjual bertanggung jawab, walaupun telah
melakukan segala upaya dalam persiapan, pembuatan, dan penjualan barang.
Produsen dapat diposisikan sebagai tergugat menjadi diperluas, karena semua
pihak yang terkait dalam rangkaian “penjualan” yang bertanggung jawab mulas
dari pembuat barang, distribusi, pedagang besar (wholesaler), pemborong
(jobber), dan pengecer (retailer)’’.

56 Inosentius Samsul, 2004, Perlindungan Nasabah/konsumen, Kemungkinam
Penerapan Tanggung jawab Mutlak, Jakarta, Penerbit Pascasarjana Universitas
Indonesia, him. 107

7 Ibid, hlm. 109
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D. Kesimpulan

 Untuk merumuskan hukum (legal drafting) dalam pemanfaatan

teknologi informasi berbasis multimedia harus juga mempertimbangkan

- keberlakuan nilai-nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang di1 dalam

keberagaman kepentingan di dalam cyberspace, tentunya tetap menjamin

kebebasan berekspresi, hak memperoleh informasi, keamanan dan hak atas
privasi yang mencakup aspek sosiologis, filosofis dan yuridis.
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